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BUPATI
KABUPATEII CIANJUR

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CTANIUR
ilOt-tORI 13 TAHUN 2OOO

TEilTlrCr
RINCIAN TUGAS LINIT KEEJA DI LINGKUNGAN CABANG

DiNAS Bfu\GUNfu\ KAB-dPATEN CIANJUR

BI]PATI KABUPATEN CIANruR

rz

Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata I{erja Cabang Dinas Bangunan
Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dengan Kepuiusan
Bupati Kabupatcn Cianjur Nomor 36 Tahun lggb scrta
ditetapkan dalam pembentukan Cabang Dinas Bangunan
Kabupaten Cianjur Nlomor 85 Tahun 1999;

b. bahwa dalam rangka dayaguna dan hasilguna pcnyclcnggaraan
tugas pokok dan fungsi Cabang yang dimaksud pada huruf adi atas,, serta sesuai dengan pasal B dan pasal 4 Keputusan
Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 36 Tahun 1999, mai<a perlu
segera diatur lebih lanjut Rincian Tugas Lrnit K._rj a di
Iingkungan Cabang Dinas Bangunan Xabupaten Cianjur;

c. bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati Kabupaten Cianjw tentang Rincian Tugas Unit Kerja di
hngkungan Cabang Dinas Bangrrnan Kat upaien Cianjur.

Mengingat, : 'L Undang-undang Nomor 14 Tahun rgbO tentang pemerintahan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat @erita
Negara Tahun 19b0 Nomor 4S);

Z. Undang-undang Nomor 22 Tahun lggg tentang pemerintahan
Daerah fl-embaran lrlegara Tahun lggg Nomor 60 Tambahan
Lembaran Negara iiomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 2b Tahun lggg tentang perimbangan
Keuangan antar:a Pemerintahan pusst dan Dserah (Lembaran
i.iegara Tahun 19gg i'iomor 72. Tambahan Lembaran i.iegara
Nomor 3848);

4. Undang-undang lrlomor 8 Tahun lg?4 tentang pokok.pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1g74 Nomor bb,
Tambahan Lembaran Negara Nomor S041) jo. LTndang-undang
iiomor 43 Tahun lggg tentang perubahan atas Undan!-undang
Nomor 8 Tahun 1gi4 Tentang pokok-pokok Kepegawaian
(Lerrrbar.an }.,iegar.a ?aliun lggg i.iomor te b, iarnbaiian
Lembaran Negara Nomor B8g0);
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5. Uiidang-undang l,lomor .l Tahun lgg2 .uentang perumahan dan
Pemukiman (Lembaran Negara .l.ahurr lgg2 Nomor
2S,Tambahan Lembaran Negara Nomor 846g);

G. Undang-undang Nomor 24 Tahur, 1gg2 tentang penataan
Ruangan { Lembaran Negara ,I.ahun 1gg2 Nomor 11b.
Tambahan Lembaran Negata |Jomor BE01);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1gB? tentang penye-
rahan sebagian urusan pemerintahan dalam tsidang leke4aan
Umum kepada Daerah @embaran Negara Tahun lgg7 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor BB5J);

8. Peratruan Pemerintah Nomor 6 ,l'ahun lggg tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembarai
Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
blomcr 33?3);

9. Peratwan N{enteri Dalam }Jegeri Nomor I Tahun 1gg?
lentlng Penyerahan Prasarana lingkungan Utilitas Umum dan
Fasilitas Sosial Perumahan kepada pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor E?ipRT/lgg 1
tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Uirusan pekeriaan
Umum kepada Pemerintah Daerah fingk"t I dan pemerintah
Daerah Tingkat II;

1 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor bglpRTlf gg l
tentang 

-Penyelenggaraan 
Pembinaan Teknis dan pengar,.,asan

Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas pJke4aan
LImum;

12. Peraturan l\,lenteri Pekerjaan Umum Nomor 61/pRT/lgg4
tentang Penyeienggaraal Tugas pembantuan Bidang
Pekerjaan Umurn di Daerah Tlrgkat II;

13. Keputusan l,{enteri Dalam }Jegeri l{cnor 3-q Tahun 1992
tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 4b Tahun lgg2 tentang
Penyelenggaraan Otonorni Daerah dengan titik berat padi
iiaerah Tingkat ii ( Lembaran i.iegara iriomor T? Tahun igg2,
Tarnbahan Lembaran \legara Nomor 34g7);

15. Keputusan tr{enteri Dalam Negeri llcmor g0 ?ahua 1gg4
leltalC Pedoman Organisasi dan Tara Kerja Dinas Lingkup
Pekerjaan Lirnurn Daerah;

16. Keputusan }denteri Dalam liegeri lrlomor gi Tahun 1gg3
tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan
Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu pengesahan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjw Nomor b Tahun 1_q9g
tentang Pembentukan Dinas Bangunan Kabupaten Daerah
Tingkat II Cianjur;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 1g9g
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bangunan Kabupaten
Daerah Tlngk at II Cianjur;

\

+



t9?

e

-.r

19. I{epuiusan Bupati l{abupaten Cianjur }Jomor BE Tahun 199g
tentang Pembentukan Oabang Dinas .tsangunan Kabupaten
Cianjur.

toIEMUTLISKAT\ :

l,{enetapkan : I$PU'IUSAI*J BUPATI I/*ABUPATEI.J CIANJUR TEI.JTAI.{C
RIN(IIAN TU(IAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN CABANG
DIN.\S BA}IGUNAI.J IZ,ABUPATEN CIANJUR.

- RABI

KETN}fTLTAN LTMI_TM

Pasal I
a. Daerah aCalah Kabupaten Cianjur;

b. Pemer,ntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur:

c. Bupati adalah Bupati l(abupaten Cianjur;

d. Peratulan Daerah adalah Peratulan Daerah Kabupaterr
Cianjur;

e. Dinas a.dalah Dhas Bangr.rnan Kabr,rpaten Cianjru ya-ng
fibentuk tiengari Perai.ur.an Daerali Kabupateii Ciarrjur Nornor
STahun 1998jo. Nomor6Tahun 1998;

I Kepala Dinas ada-lah Kepala Dinas Bangunan Kabrrpaten
Cianjur';

g. Catrang Dinas atiaiah Unsur Pelaksana Dinas Bangunan
Kabrrpaten Cianjur;

h. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Bangunan
Kabupaien Cianjw;

i. Linit Kerj a adaiah Linir Kerj a di Lingkungan Cabang Dinas
Bangunan Kabupaten Cianjur yang tercantum pada Pasal d".n
Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur l.iomor Bd
Tahun 199.9;

j. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten
Cianjur itiomor 35 Tahun 1999 teniang Pembentukan Cabang
Dinas B angunan Kat-rupaten Cianjru.

BAB II
RINCIAi.J TUGAS UNIT KERJA DI LiNGI(UNGAN CABANG

DINAS BANGUNAN KABUPATEN CIANJUR

Bagian Pertama

Cabang Dinas Bangunan

Pasal 2

(1) Cabang Dinas Bangunan adalah Unit Kerja sebagaimana
diatur dalam Pasal l Keputusan Bupati.

(2) Tugas Pokok Cabang Dinas Bangunan sebagaimana diatur
Calam Pasa} 3 Keputusan Bupati.
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(3) Unsw Crganisasi Cabang Dinas Banguna;r sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 Keputusan tsupati.

(4) Kepala Cabang Dinas, membawahkan:

a. I-Imsan Tata l-lsaha;
b. Sub Seksi Pelayanan Perijinan Bangutian;
c. Sub Seksi Pengawasan Bangunan'

Pasai 3

Rincian tugas Cabang Dinas Bangunan atlalah sebagai
berikut:

a. I\{cnyclcng6arakan pcmbinaan Tcknis Opcrasional Pcnyclcng'
garaan Urusan Rumah Tangga di bidane Cabang Dinas
Bangunan sesuai kebijaksanaen yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah;

b. Menyeienggaraan Urusan Rumah Tangga di bidang Cabang
Din,as Bangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

c. Menvelenggarakan penvusunan rencana kerja Cabang Dinas
sesuai dengan program ke{a Dinas;

d. tr{cnyclcnggarakan pcngumpulan dan pcngolahan data
dalam rangka Penviapan bahan koordinasi penYusunan
program kerja Dinas;

c. Mcnyclcnggarakan pcn3'iapan bahan koordilasi dalam
rangka penyusunan rencana teknis di bidang Bangunan
sesuai dengan kebijalsanean yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas:

i-. Menveienggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
teknis kegiatan pembang'.rnan bangunan milik sgras+-e dan
Pemeriniah sesuai dengan Peraturan Perunriang-undangan
.rt tto hprlqkrr'

g. Nlenyelenggarakan peLayanan perijinan, bantuan teknis di- 
bidang bangunan sesuai dengan kebijaksanaan yang diieiapkan
oleh Kepala Dinas dengan berpedoman kepada Peraturan
Peruntiang-undan gan yang berlaku;

h.Ivienyelenggarakan pengelolaan adminsitrasi dan keiata-
usahaan Cabang Dinas sesuai dengan peratulan perundang'
undangan yang berlaku;

i. tlienyeienggarakan pembinaan kepegawaian Cabang Dinas
sesuai dengan perundang'undangan yang berlaku;

j. Menyelenggaraken evaluasi dan laporan tugas pokok dan fungsi
Cabang Dinas Bangunan kepada Kepaia Dinas;

k. Menvelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerj a di lingkungan
Dinas, Pemerintah Dserah dan etau s'r"asta yang ada hubungan
kerj a Cabang Dinas.
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Bagian I{edua

tirusat Tata Usaha

Fasal 4

Tugas pokok Lirusan Tata Usaha adaiah sebagaimana dikrum
dalam Pasal 8 Keputusan Kep*la D".erah.

Pasal 5

Rincian tugas Urusan Tata Usaha :

a, Melaksanakan pengelolaan Ilrusan Rumah Tangga dan
perlengkapan Cabar-rg Dinas;

b. r\Ielaksanakan pengelolaan surat adminisl,rasi dan arsip
Cabang Dinas sesuei dengan pelatulan perundang-undangan
____ _ l- __1 -ry atrB uEI rarJtu,

c. ivlelaksanakan pengelolaan atirninisirasi barang dan perleng-
kapan Cebang Dinas sesuai dengan pelatulen pe_rundang-
undarrgan yaiig berlaku;

d.&ielaLsan;rkan penyiapan bahan krx-rdinasi penyusunan
rencrna ke.hutuhan sarana dan presarana ketja Cahang Dinas;

e. MelaksanaLan pengr-rsulan dan atau pengadaan perlengkapan
kanl,or sesuai dengan perat,uran perundang-undangan yang
be.rl aku;

f. Melaksanakan penyla,pan bahan pembinaan pegawai dan
pengelolaan adminisi,rasi kepegawaian, keuangan sesuai
dengan peiratulan perundang.undangan yang het'laku;

g. \ilelaksa-na,kan penyr-lsullan pedoman da-n petunjuk teknis
penyusunao rencana dan program kerja Ca'uang Dinas sesuai
dengan ke-bijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

h. Melaksanakan penuosesan administrasi usulan program di
bidang bangunan sesuai dengan peraLuran perundang-
undan gan yan g tre-rlaku;

i. Melaksanakan pela5ranan teknis adrrrim,stratif;
j. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data hasil

kegiatan Cabang Dinas sebagai evaluasi dan penyusunan
laporan pelaksanaan kegla-tan Cabang Dina-s;

k. Melaksanakan koordinasi dengan unrt kerja dan atau dengan
lembaga terkaii.

Pasal 6

Tugas pokok Sub Seksi Pelayanan Perijinan Bangunan adalah
sebagaimana rliktum dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Kepala
T\^^-^L

Pa,sal ?

Rincian tugas Sub SeLsi Pelayanan Perijrnan Bangunan :
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a. Me-lalisanalian penyusunarr rencana l{egiatan Sub Seksi
Pela5ranan Perijinan Bangunan sesuai denlan program kerj aJ:- ^^.

b. l'{elalisai''akan perijinan bangunan, bantuan teknik sesuai
dengan peratwan perundang-undangan yang berlaku;

c. Melaks^pnakan pengumpul_an dan pengolahan data ruang dan
pemanfaatan ruang untuk bangunan/gedung bangunan lain
sesuai dengan peratwan perundang-undangan yan,g berlaku;

d. Melaksanalan pengumpulan dan pengolahan data bangunan
yang telah dan belum memililii ijin bangunan sebagai f,ahan
koordinasi perumusan kebijaksanaan dinis di bidang-penataan
dan perijrnan bangunan;

L

I

e. llfelaksanakan pengu*uran
(Pemeriksaan lokasi) kegiatan
pemohon;

dan pemeriksaan situasi
pembangunan yang diajukan

f. l,{elaksanakan pembuatan ber.ita acara hasil peng.rkuran dan
oemeriksaan lokasii

g. Melaksanakan sosielisasi kebijaksanaan pemerintah Daerah di
bidang pelayanan perijinan bangunan;

h. ivielaksa',aka' evaluasi darr pelapora' hasil kegia'ra' suli seksi
PelaSranan Perijinan Bangunan kepada Kepala babang Dinas;

i. Melaksanalan koordinasi dengan unit ke.rj a dan atau rlengan
tjtr]b:qu terkair yang.atia hubungannya d-engan bidang tu"gas
Sub Seksi Pelayanan perijinan Bangunan.

Pasal 8
Tugas pokok Sub Seksi pengawasan Bant'unan adalahsebagaimana diatur dalam pasal'10 ayat (L) Keputusan Kepala
Daerah.

Pasal g

Rincian tugas Sub Sehsi pengaw-asan Bangunan :

a. Melaksanakan Irenyusuoan rencara kegial,an Sub Seksi
Pengawasan Bangunan sesuai dengan p"ngri* kerja Dinas;

b Melaksana-kan pengawasa-n teknis dan penertiban bangr_rnan
sesuai dengan peraLuran pe_rundang- undairgan yang berlJu;

c. Melaks-anakan pendataan jumlah bangunan dari kualitas
teknis_kondisi bangunan pemerintah 

"..i,rl d"rrgrn peratru:an
peruntiang-undangan y ang berlaku;

d. Melaksanakan penyampaian riaia dan informasi mengenai
konclisi tekais bangunan pemerintah sebagaj bahan dalam
peryusunan rencana pemeliharaan rentrv asil

e. Nieiaksanakan pemberian bantuan teknis pengawasan dan
pengendalian tekals pelaksa-naan kegratan fembangr-rna-nbangunan, gedung sesuai dengan p-eraturan p*auoalorrg.
undangan 5rang berlaku:

f. Melaksanal<an ....
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f. Melaksanalian penomoran dan registrasi bangunan yang telah
memiliki ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Sub Seksi
Pengawasan Eangunan kepada Kepala Cabang Dinasr

h. l\{elaksanakan koordinasi dengan unit kerj a dan atau lembaga
terkait yar,g ada hubungannya dengan bidang tugas Sub Seksi
Pengawasan Bangunan.

B_agian Ketiga

Kclompok Jabatan Fungsional

Pasal LC

Tugas pokok Jabatan Fungsional yang dirnaksud pada Pasal 11
a,lian diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
I{abupaten Cianjur berpedoman kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB III
KETEI.ITU,^N PENIJTUP

Pasal 1- 1"

(i) Dengan berlakunya keputusan ini maka segala ketentuan dan
atau yang menyusun ltincian l'ugas Cabang Dinas dinyatakan
tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum culiup dia'uur dalam l{eputusan ini diatur
dan ditetapkan kemudian dengan berpedoman kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pa,sal 12

Kenutusan ini mul"i berlaku seial.^ tanesa! ditetankan.

Dilelapkan fi
28 Aprll 2000n
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